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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada hakikatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip 

sebagai negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia 

merupakan negara yang berlandaskan hukum. Dalam sistem tersebut, hukum 

memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, 

masyarakat, maupun penyelenggara negara wajib berpijak pada ketentuan hukum. 

Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan harus sesuai dan tunduk pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilaksanakan.1  

Salah satu jenis kejahatan yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari adalah tindakan pemerasan dan ancaman, yakni perbuatan yang 

dilakukan seseorang terhadap pihak lain dengan maksud memperoleh keuntungan 

bagi diri sendiri. Perhatian lebih perlu diberikan apabila tindakan tersebut masih 

berada pada tahap percobaan, karena penentuan tanggung jawab pidana dalam fase 

ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut.  

Pendekatan kriminologi diperlukan untuk menelaah berbagai faktor yang 

melatarbelakangi seseorang melakukan percobaan tindak pidana, termasuk dalam 

 
1Awaluddin Putra Kesumaet al., “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan 

Pada Kendaraan Di Jalan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang 
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Hukum Kepolisisan Sektor Ilir Timur (IT) I 
Palembang,” in Jurnal Hukum Doctrinal, vol. 7, no. 2 (2022), http://www.academia.edu/. hlm 108. 

http://www.academia.edu/
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hal percobaan pemerasan dan pengancaman. Melalui kajian tersebut, motif pelaku 

serta aspek penuntutan dan pertanggungjawaban pidana dapat dipahami secara 

lebih menyeluruh. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pemerasan diartikan sebagai tindakan memaksa orang lain untuk menyerahkan 

sesuatu dengan tujuan memperoleh keuntungan dari pihak tersebut. 

 Secara esensial, pemerasan memiliki kesamaan tujuan dengan tindak 

pidana penipuan karena keduanya sama-sama berorientasi pada perolehan 

keuntungan dari orang lain. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar di 

antara keduanya. Penipuan dilakukan dengan cara menggunakan tipu daya atau 

bujukan agar korban secara sukarela menyerahkan sesuatu, sedangkan pemerasan 

dilakukan melalui ancaman atau tekanan, terutama yang menimbulkan dampak 

psikologis pada korban.2   

Pemerasan dapat dipahami Sebagai suatu bentuk tindakan yang menekan 

kondisi mental seseorang dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum, 

sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat 

dipahami bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat 

(4) pasal tersebut juga diberlakukan terhadap tindak pidana pemerasan. Hal ini 

mengakibatkan ancaman pidananya menjadi lebih berat. Menurut Pasal 368 ayat 

(2) KUHP, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dapat diperberat 

apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan atau kondisi tertentu, yaitu: 

 
2 Hakim, L., & Rahmadani, H. P. (2024). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana 

Pemerasan dan Pengancaman yang Dilakukan Kepada Pedagang (Studi Putusan Nomor: 
91/Pid.B/2023/PN.Met), Vol. 1 No. 2, hlm.  69–80. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2150 
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a. Perbuatan pemerasan yang dilakukan pada waktu malam hari, baik di dalam rumah 

tempat tinggal, di pekarangan tertutup yang terdapat bangunan, maupun di ruang publik 

seperti jalan umum, serta di dalam sarana transportasi umum yang sedang beroperasi, 

seperti kereta api dan trem, dikategorikan sebagai keadaan yang memberatkan dalam 

penjatuhan pidana. Hal ini karena situasi dan kondisi tersebut dinilai dapat 

meningkatkan risiko serta dampak yang ditimbulkan bagi korban. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 368 ayat (2) juncto Pasal 365 ayat (2) angka 1 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara dengan 

batas maksimum hingga dua belas tahun. 

b. Tindak pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau 

lebih dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dengan unsur pemberatan. 

Pengaturan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 368 ayat (2) juncto Pasal 365 

ayat (2) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila 

perbuatan tersebut dilakukan secara kolektif oleh beberapa pelaku, maka tingkat 

keseriusannya dinilai lebih tinggi sehingga berimplplikasi pada pemberian 

sanksi yang lebih berat, yaitu berupa pidana penjara dengan ancaman 

maksimum hingga dua belas tahun. 

c. Pemerasan dilakukan dengan cara memasuki lokasi kejadian melalui tindakan 

pembongkaran, perusakan, pemanjatan, penggunaan kunci tiruan, pemberian 

perintah palsu, maupun dengan menyamar menggunakan identitas jabatan 

tertentu, misalnya melalui penggunaan seragam palsu termasuk ke dalam 

kategori tindak pidana dengan pemberatan.  
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Hukuman ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemerasan yang 

disertai cara-cara manipulatif dan melanggar integritas hukum dianggap lebih 

berbahaya karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar serta merusak 

kepercayaan masyarakat terhadap otoritas hukum dan ketertiban umum.  

d. Pemerasan yang mengakibatkan korban menderita luka berat dikategorikan 

sebagai tindak pidana dengan unsur pemberatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 

368 ayat (2) juncto Pasal 365 ayat (2) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 

dua belas tahun. Pemberatan ini diberikan karena akibat yang Kerugian yang 

terjadi tidak hanya terbatas pada aspek materiil, tetapi juga menimbulkan 

dampak lainnya. penderitaan fisik yang serius bagi korban. Dengan demikian, 

hukum memberikan sanksi yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan 

terhadap keselamatan jiwa dan integritas tubuh manusia, sekaligus sebagai 

upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam pelaksanaan pemerasan. 

e. Apabila tindak pidana pemerasan mengakibatkan korban menderita luka berat 

atau bahkan berujung pada kematian, serta dilaksanakan bersama oleh dua 

orang atau lebih dalam situasi yang tergolong memberatkan, maka perbuatan 

tersebut dikenai ancaman pidana yang lebih berat.3   

Penegakan hukum di Indonesia memerlukan peran lembaga dan aparat yang 

memastikan aturan dijalankan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam 

masyarakat. Salah satu lembaga utama dalam sistem ini adalah Kepolisian Negara 

 
3 Mursalim Ahmad et al., Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pemerasan Disertai Pengancaman (Suatu Studi Di Polsek Laonti Kab. Konawe Selatan), vol. 05, 
no. 2 (2023), https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev, hlm 2765. 

https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev,
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Republik Indonesia, yang berwenang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Pada 

dasarnya, aparat penegak hukum merupakan bagian dari pemerintah yang bertugas 

menegakkan peraturan guna menjaga ketertiban sosial. Tujuan utamanya ialah 

mewujudkan keadilan, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.   

Hukum dapat ditegakkan di Indonesia, keberadaan lembaga atau aparat 

penegak hukum menjadi sangat penting untuk menjalankan fungsi penegakan 

aturan demi terciptanya Kondisi masyarakat yang bebas dari ancaman, tenang, dan 

harmonis. Salah satu lembaga tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri) merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi penting dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat 

sebagai aparat penegak hukum sekaligus Kepolisian memiliki fungsi berperan 

sebagai pihak yang memberikan perlindungan, pembinaan, serta pelayanan kepada 

masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian mencakup menjaga keamanan 

serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, 

pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat agar tercipta rasa aman dan tertib 

dalam kehidupan sosial.   

Aparat penegak hukum pada hakikatnya merupakan instrumen atau 

lembaga pemerintah Yang diberikan otoritas untuk melaksanakan dan menegakkan 

hukum demi terwujudnya keadilan, ketertiban, kenyamanan, serta keamanan sosial. 

Hakikat kewenangan Kekuasaan yang dilimpahkan kepada lembaga penegak 

hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga serta memastikan kepatuhan 
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terhadap hukum oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk oleh aparat penegak 

hukum sendiri. Hukum dapat dijalankan sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang 

terkandung di dalamnya (rechtsidee), yaitu mempertahankan dan menegakkan 

nilai-nilai hukum demi tercapainya tujuan pembentukan hukum. Namun dalam 

praktik, seringkali ditemukan oknum anggota kepolisian yang menyalahgunakan 

kewenangan yang dimilikinya. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah 

tindak pemerasan, di mana kewenangan yang seharusnya dipergunakan untuk 

menegakkan hukum dan melindungi masyarakat justru digunakan untuk 

kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum.4  

Etika profesi Berkontribusi secara signifikan dalam pelaksanaan penegakan 

hukum, terutama bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia. Apabila terdapat 

oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangan, misalnya dengan terlibat dalam 

tindak pidana pemerasan, maka yang bersangkutan tidak hanya menghadapi 

konsekuensi hukum pidana, tetapi juga sanksi etik serta sanksi administratif. 

Tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat tergantung pada sejumlah 

faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, yang menjadikan pendorong 

terjadinya terjadinya pelanggaran. 

Proses pemberian sanksi Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri) yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan, 

penanganannya tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan juga merujuk pada Peraturan 

 
4 I Putu Gde Bagus Teguhyasa Kusuma Dharma, Implementasi PP Nomor 2 Tahun 2003 

Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisisan Negara Republik Indonesia (n.d.), 
http://kbbi.web.id/, hlm 2. 

http://kbbi.web.id/
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Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur 

tentang Kode Etik Profesi serta Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan tersebut menjadi 

dasar tambahan dalam menilai dan menindak pelanggaran yang dilakukan. secara 

tegas mengatur jenis serta penerapan sanksi etika dan administratif bagi anggota 

yang melanggar nilai-nilai profesi. Dengan demikian, anggota Polri yang terbukti 

melakukan pemerasan dapat dijatuhi tidak hanya hukuman pidana sesuai KUHP, 

tetapi juga sanksi etik dan administratif sebagai wujud tanggung jawab moral serta 

disiplin kelembagaan. Pelanggaran tersebut juga berimplikasi pada konsekuensi 

administratif yang diberikan langsung oleh institusi kepolisian sebagai bentuk 

penegakan disiplin internal. Tindakan pemerasan bukan sekadar pelanggaran 

hukum, tetapi juga bentuk pelanggaran ketaatan terhadap aturan disiplin serta norma 

kode etik profesi kepolisian.  

Setiap anggota Polri diwajibkan untuk memelihara integritas dan profesionalitas 

demi mempertahankan kehormatan serta citra institusi. Perbuatan pemerasan oleh 

aparat penegak hukum tidak semata-mata menimbulkan kerugian bagi masyarakat, tetapi 

juga berpotensi mengikis kepercayaan publik serta menghambat upaya penegakan 

hukum. Kerusakan citra ini berdampak luas dan menjadi tantangan bagi Polri untuk 

mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.5 

Polri memegang tanggung jawab yang signifikan untuk melaksanakan 

setiap tugas dengan menjunjung tinggi profesionalisme, kejujuran, serta integritas. 

Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit anggota yang terlibat dalam 

 
5 Karina Hasiyanni Manurung, et. al. 2023, Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap 

Anggota Polisi Yang Melakukan Pemerasan, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 1, No. 4., hlm. 
135-138. 
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praktik pemerasan, sehingga berdampak negatif terhadap efektivitas upaya 

pemberantasan tindak pidana tersebut. Pada hakikatnya, institusi Kepolisian 

dipandang sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi kelembagaan, tetapi peran 

individu di dalamnya sering kali terabaikan. Padahal, keberadaan setiap personel 

Polri sangat menentukan, karena perilaku mereka dapat memperkuat atau justru 

merusak integritas dan kredibilitas institusi Kepolisian secara keseluruhan.6 

Salah satu kasus konkret mengenai kondisi tersebut tercermin dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn, di mana 

empat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diputus telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-

sama terhadap seorang warga sipil. Selanjutnya, terdakwa menggunakan status mereka 

sebagai anggota Polri untuk menakut-nakuti korban dengan ancaman akan diproses 

hukum jika tidak memberikan sejumlah uang. Kasus ini menggambarkan secara 

jelas bagaimana penyalahgunaan jabatan dapat mengubah fungsi aparat penegak 

hukum dari pelindung masyarakat menjadi pelaku tindak pidana.  

Penelitian ini memiliki arti penting bukan hanya dalam rangka memperkaya 

kajian teori hukum pidana, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi kebijakan 

agar identitas institusi kepolisian terlindungi, pelaku penyalahgunaan dapat 

dimintai pertanggungjawaban secara efektif, dan kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi hukum tidak terus tergerus. Mengingat hal tersebut maka  penulis tertarik 

mengangkat tema tersebut dan melakukan penelitian dengan judul: 

  

 
6 Karina Hasiyanni Manurung, (2023),  Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1, no. 

4 , https://doi.org/10.5281/zenodo.10214304. hlm 134 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10214304
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“ANALISIS YURIDIS PERTANGGGUNGJAWABAN PIDANA 

TERHADAP  PENYALAHGUNAAN IDENTITAS KEPOLISIAN DALAM 

TINDAK  PIDANA PEMERASAN (Studi Putusan Nomor 

2292/Pid.B/2019/PN Mdn)” 

B.  Rumusan Masalah 

Dari penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi 

fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang 

menyalahgunakan identitas kepolisian dalam tindak pidana pemerasan (studi 

Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn)?  

2. Bagaimanakah landasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap anggota kepolisian yang dinyatakan melakukan tindak pidana 

pemerasan dengan menyalahgunakan identitas kepolisian (studi Putusan Nomor 

2292/Pib.B/PN/ Mdn)? 

C.  Ruang Lingkup  

Penelitian ini difokuskan pada kajian yuridis terkait pertanggungjawaban 

pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalah gunakan identitas kepolisian 

dalam tindak pidana pemerasan (studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn). 

dan  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan anggota kepolisian yang 

melakukan tindak pidana pemerasan dengan menyalah gunakan identitas kepolisian 

(studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn).  
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Pembahasan didasarkan pada ketentuan Pasal 368 ayat (1) juncto Pasal 55 

ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan fokus utama 

pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn.  

Kajian ini termasuk dalam ranah hukum pidana materiil, dengan penekanan 

pada unsur kesalahan, bentuk pertanggungjawaban secara pidana, serta dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang berasal dari 

aparat penegak hukum. 

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Untuk Menelaah serta menganalisis :  

1) Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang 

menyalahgunakan identitas kepolisian dalam melakukan tindak pidana 

pemerasan (studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn). 

2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota 

kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan menyalah 

gunakan identitas kepolisian (studi Putusan Nomor 

2292/Pid.B/2019/PN Mdn). 

b. Manfaat penelitian:  

Menjadi bahan masukan bagi lembaga kepolisian dalam upaya memperkuat 

sistem pengawasan internal serta menegakkan etika profesi di lingkungan 

Polri, Menjadi acuan bagi aparat penegak hukum serta kalangan akademisi 

dalam memahami implikasi hukum yang timbul akibat penyalahgunaan 

jabatan oleh pejabat publik, serta Menjadi sumber pembelajaran bagi 
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mahasiswa hukum dalam mengaplikasikan teori pertanggungjawaban 

pidana pada kasus konkret. 

E.  Kerangka Konseptual 

1. Analisis yuridis, merupakan cara menguraikan suatu persoalan hukum 

dengan menggunakan perangkat berupa peraturan perundang-undangan, 

asas hukum, pandangan para ahli, serta putusan pengadilan. Layaknya 

menata ulang peta yang penuh lipatan, pendekatan ini berupaya menemukan 

jalur hukum yang paling sesuai untuk menjelaskan, menilai, atau 

menyelesaikan sebuah permasalahan.7 

2. Pertanggungjawaban Pidana, Menurut Andi Hamzah, 

pertanggungjawaban pidana adalah suatu kondisi di mana seseorang dapat 

dikenai hukuman pidana karena telah melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan hukum, yang disertai adanya unsur kesalahan yang 

dapat dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada dirinya.8 

3. Penyalahgunaan Identitas Kepolisian, Penyalahgunaan identitas 

kepolisian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan 

anggota sah kepolisian, dengan cara menggunakan, meniru, atau mengaku 

sebagai bagian dari institusi kepolisian melalui identitas, atribut, seragam, 

maupun jabatan tertentu secara sengaja.9  

4. Tindak Pidana Pemerasan, Menurut Moeljatno, tindak pidana pemerasan 

 
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133. 
8 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm, 104. 
9 Putra, A. P., 2019 Penyalahgunaan Atribut Kepolisian oleh Warga Sipil Ditinjau dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Skripsi, Universitas Wiraraja). 
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digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda, di mana pelaku 

berusaha mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan menggunakan 

cara-cara berupa ancaman atau tindakan kekerasan terhadap orang lain.10 

 F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

           Tabel. 1.1. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

No.  Judul Jurnal Penulis Tahun Pembahasan 

1. Pertanggungjawaban 
Pelaku Tindak Pidana 
Pemerasan Pada 
Kendaraan di Jalan Pada 
Wilayah Hukum 
Kepolisian Sektor Ilir 
Timur (IT) I Palembang. 
(Jurnal Hukum Doctrinal: 
Volume 7, Nomor 2, 
September (2022) 

Awaludi
n Putra 
Kusuma, 
Muham
mad 
Yahya 
Selma, 
Holijah 

2022 Pemerasan merupakan 
salah satu tindak pidana 
yang sering muncul 
dalam praktik penegakan 
hukum. Perbuatan ini 
diatur dalam Pasal 368 
Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) 
dan dapat terjadi kapan 
saja serta di mana saja.11 

2. Pertanggungjawaban 
Pidana Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Pemerasan 
Disertai Pengancaman 
(Suatu Studi Di Polsek 
Laonti Kab. Konawe 
Selatan). 
(https://jurnalunsultra.ac.
id/index.php/sulrev) 

Mursali
m 
Ahmad, 
Amir 
Faisal, 
Muham
mad 
Tahir 

2023 Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Pasal 
1 ayat (1), menyatakan 
bahwa kepolisian 
mencakup seluruh hal 
yang berkaitan dengan 
fungsi, tugas, dan 
organisasi kepolisian 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 12  

 

 

 
10 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 143. 
11 Pada Kendaraan Jalan Pada Wilayah et al., “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana 

Pemerasan Pada Kendaraan Di Jalan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I  
12 Ahmad et al., 2023 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pemerasan Disertai Pengancaman (Suatu Studi Di Polsek Laonti Kab. Konawe Selatan), Vol. 05, 
No. 2, hlm 2765. 
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Penelitian ini  menawarkan ruang lingkup yang lebih terarah karena secara 

khusus mengkaji penyalahgunaan identitas kepolisian sebagai alat untuk 

melakukan tindak pidana pemerasan, sedangkan karya-karya sebelumnya 

cenderung membahas pemerasan atau penggunaan atribut kepolisian dalam konteks 

yang lebih luas.  Keunikan penelitian ini juga tampak dari pemilihan PutusanNomor 

2292/Pid.B/2019/PN Mdn sebagai fokus kajian, sehingga pembahasan mengenai 

pertanggungjawaban pidananya bersandar langsung pada praktik peradilan.  

Penelitian ini memadukan aturan hukum, asas, doktrin, dan pertimbangan 

hakim secara menyeluruh, sehingga mampu memberikan penilaian kritis yang 

belum ditampilkan dalam penelitian terdahulu sebuah cara meninjau kembali 

bangunan hukum dalam kasus nyata dengan lebih cermat dan menyentuh detail 

yang sebelumnya kurang terdengar. 

G.   Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum 

normatif, yaitu suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis 

terhadap norma-norma hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan melalui studi 

kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur di 

bidang hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan erat 

dengan isu yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga 

memanfaatkan putusan pengadilan lain yang relevan guna memperkuat analisis 

terhadap permasalahan yang dibahas. 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini mencakup: 

a. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat karena 

berasal dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, 

termasuk berbagai ketentuan hukum yang secara langsung mengatur objek 

penelitian perundang-undangan itu sendiri.  

b. Bahan Hukum Sekunder, berbagai sumber penunjang seperti buku, jurnal, 

tulisan ilmiah, serta pandangan dari para pakar hukum yang memberikan 

penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer pidana. 

c. Bahan Hukum Tersier, yakni sumber yang berfungsi memberikan arahan 

atau informasi pendukung terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus hukum, ensiklopedia, maupun indeks hukum, pedoman penelitian, 

dan sumber akademik resmi. 

3. Metode Pengambilan Data 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan 

(library research), yaitu dengan cara menelusuri serta menghimpun berbagai 

bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji. Mengingat 

penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka jenis data yang 

digunakan seluruhnya bersumber dari bahan-bahan hukum. Dengan demikian, 

data yang dimanfaatkan tidak berasal dari penelitian empiris di lapangan, 

melainkan sepenuhnya diperoleh dari sumber-sumber hukum yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti. 
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4. Analisis Data  

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui proses penafsiran serta pengkajian 

terhadap berbagai bahan hukum yang telah dihimpun. Bahan hukum tersebut 

meliputi peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya yang 

relevan dengan objek penelitian. literatur hukum, maupun putusan pengadilan, 

dengan tujuan menjawab rumusan masalah secara sistematis dan logis. 

a. Menganalisis serta mengelompokkan bahan hukum sesuai tingkat 

relevansinya dengan permasalahan utama penelitian, yaitu mengenai 

pertanggungjawaban pidana dan penyimpangan kewenangan yang dilakukan 

oleh oknum anggota kepolisian. 

b. Melakukan kajian terhadap substansi Putusan Pengadilan Negeri Medan 

Nomor 2292/Pid.B/2019/PN Mdn guna menelaah penerapan unsur-unsur 

tindak pidana pemerasan serta menilai dasar penilaian hakim dalam 

memutuskan sanksi terhadap terdakwa yang berstatus sebagai aparat penegak 

hukum. 

c. Menafsirkan ketentuan KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian, serta prinsip hukum pidana terkait kesalahan, tanggung 

jawab, dan wewenang pejabat publik. 
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H.  Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN  

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi berbagai landasan atau konsep teoretis mengenai tinjauan umum 

tentang analisis yuridis, tinjauan  umum tentang pertanggungjawaban 

pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pemerasan, tinjauan umum 

tentang penyalahgunaan identitas kepolisian.  

BAB III : PEMBAHASAN 

Membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah yaitu: 

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisisan yang 

menyalahgunakan identitas kepolisian dalam tindak pidana 

pemerasan (Studi Putusan Nomor 2292/Pid.B/2019/PN. Mdn). 

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota 

kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan 

menyalahgunakan identitas kepolisian (Studi Putusan Nomor 

2292/Pid.B/2019/PN. Mdn). 

BAB IV : PENUTUP 

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang dapat 

diimplementasikan untuk permasalahan yang terjadi di dalam penelitian 

skripsi ini. 
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